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Abstract
The appointment mechanism of the Constitutional Court Judge is different from that of an
ordinary judge or Supreme Court Justices, Constitutional Court Judges totaling nine
persons consisting of three persons elected by the People's Legislative Assembly, three
elected by the President, and three by the Supreme Court. Where in this case, the
nomination of Constitutional Justices is conducted in a transparent and participative
manner, meaning that in the process of selecting Constitutional Justices, it must be
conducted through a transparent selection process and involves the active participation of
the community. The President is authorized to propose three judges of the composition of
nine Constitutional Judges and is the prerogative of the President of the proposed
nominee. The appointment mechanism and recruitment system of candidates for
Constitution Justice by the President should be as mandated by Article 19 of the Law of
the Republic of Indonesia Number 8 Year 2011 on Amendment to Law Number 24 Year
2003 regarding Constitutional Court which must fulfill the principles of transparency and
participation. In addition, the Government should make clearer rules on the appointment
mechanism of Constitutional Justices especially regarding internal selection to be more
transparent.
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PENDAHULUAN
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga
sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara formal
dilaksanakan oleh para Hakim Konstitusi melalui produk hukum berupa putusan. Dalam
menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK)
berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka
mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan yang bermartabat.
Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai amanat konstitusi. Kiprah MK sejak
kehadirannya tahun 2003 silam, banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi
menjaga hokum dan mengembangkan demokrasi. Namun usianya yang masih belia,
membuat MK belum begitu dikenal oleh khalayak luas. Berbagai hal, istilah dan konsep
yang terkait dengan MK dan segenap kewenangannya belum begitu dipahami oleh
masyarakat. Sejalan dengan misi MK untuk membangun konstitusionalitas Indonesia
serta budaya sadar berkonstitusi maka upaya memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai kedudukan, fungsi dan peran MK terus menerus dilakukan.
Berdasarkan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi
kelembagaannya yaitu: “tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara
hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.
Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang
diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945).
Pembentukan MK yang diberi kewenangan untuk menguji secara materiil undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin tidak adanya kesewenang-
wenangan penguasa dalam membuat dan menerapkan hokum berdasarkan kepentingan
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sepihak. Para hakim bertanggung jawab bukan pada keinginan pihak tertentu, tetapi pada
konstitusi yakni hokum tertinggi. Menurut Immanuel Kant kehormatan, martabat, dan
perilaku hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan
prosfesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis
yuridis, tetapi juga prinsip-prinsip etis. (Arbijoto, 2006) Lebih jauh keberadaan MK
dimaksudkan untuk menjamin prinsip konstitusionalitas dalam kehidupan bernegara di
Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihanjika MK merupakan pengawal tegaknya
konstitusionalitas dan konstitusionalisme di Indonesia. (Mahfud MD, 2006)
Empat kewenangan MK adalah:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI TAHUN 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD NRI TAHUN 1945.
4. Memutus pembubaran partai politik.
5. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.
Mekanisme pengangkatan Hakim MK berbeda dari hakim biasa atau Hakim
Agung, Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang yang terdiri atas tiga orang dipilih oleh
DPR, tiga orang dipilih oleh Presiden, dan tiga orang oleh Mahkamah Agung. Pembagian
peran yang diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judisial
tersebut ditentukan untuk menjamin kedudukan MK sebagai wasit dalam mekanisme
penyelenggaraan prinsip Negara konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun
1945.(Asshiddiqie, 2015)
STUDI PUSTAKA
Banyak konsep yang telah ditawarkan untuk perbaikan tatanan pemerintahan agar
dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya dengan baik, dan mungkin
saja diantara konsep tersebut tepat digunakan untuksituasi dan kondisi tertentu, tetapi
bias juga tidak dan dengan mencermati keadaan dan kemampuan kapasitas aparat
pemerintahan kita, nampaknya secara jujur dapat dikatakan belumlah memadai. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar disebabkan oleh karena belum terciptanya
pemahaman yang lebih baik terhadap optimalisasi peran dan fungsi serta wewenang
pemerintah sehingga tidak bias memberikan daya dorong yang lebih besar untuk
terciptanya suatu pemerintahan yang partisipatif dan transparan. (Bolang, 2015)
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK ditegaskan bahwa
“Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.” Artinya
dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi, harus diadakan proses seleksi secara
transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Guna mendapatkan Hakim Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan
sebagaimana diamanatkan dalam UU MK, UU MK ini mengatur mengenai syarat calon
Hakim Konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai
pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif,
dan pemilihan Hakim Konstitusi secara obyektif dan akuntabel.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian hokum ini adalah penelitian hokum normatif.
(Marzuki, 2011) Penelitian normative adalah penelitian yang memberikan penjelasan
sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hokum tertentu, menganalisis hubungan
antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan
masa depan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak pihak yang mengkritisi mekanisme seleksi Hakim Konstitusi. Mereka
menilai seleksi Hakim Konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang
telah dimandatkan oleh UU MK. Berdasarkan Pasal 19 UU MK, pencalonan Hakim
Konstitusi memang harus memenuhi prinsip transparan dan partisipatif. Walaupun tata
cara seleksi, pemilihan, dan pengajuannya diatur oleh masing-masing lembaga yang
berwenang, namun Pasal 20 ayat (2) UU MK juga menegaskan bahwa pemilihan tersebut
harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Namun pada praktiknya, tidak ada
keseragaman mekanisme di antara Presiden, DPR, dan MA sebagai lembaga Negara
pengusul saat menyeleksi calon Hakim Konstitusi. Dalam beberapa kesempatan, Hakim
Konstitusi dipilih berdasarkan mekanisme penunjukan langsung. Terdapat juga pemilihan
yang dilakukan oleh tim internal secara tertutup. Kedua mekanisme tersebut tentunya
tidak sejalan dengan prinsip transparan dan partisipatif, sehingga objektivitas dan
akuntabilitas prosesnya menjadi dipertanyakan oleh publik.
Menurut ketentuan dalam Pasal 18A dan Pasal 18C Perppu Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK,
lembaga Negara pengusul mengajukan calon Hakim Konstitusi kepada panel ahli yang
dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel tersebut akan melakukan uji kelayakan dan
kepatutan bagi para calon Hakim Konstitusi. Tidak memakan waktu lama, Perppu ini
kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 4/2014. Artinya, baik presiden maupun
DPR pada dasarnya telah menyetujui pola rekrutmen Hakim Konstitusi yang demikian.
Akan tetapi, MK ternyata membatalkan secara keseluruhan UU tersebut.
Pertimbangannya, seleksicalon Hakim Konstitusi oleh panel ahli telah mengurangi,
bahkan mengambil alih kewenangan konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945
kepada presiden, DPR dan MA.
Penulis berpendapat bahwa penyerahan mekanisme seleksi hakim konstitusi pada
masing-masing lembaga, dikhawatirkan tidak ada kriteria/standar dan mekanisme sama
yang harus dilakukan masing-masing lembaga untuk menentukan layak tidaknya
seseorang menjadi hakim konstitusi. Di sisi lain, dengan hanya satu panel ahli
dikhawatirkan akan terpilih Hakim Konstitusi dengan standar dan latar belakang yang
sama. Padahal menurut MK, keragaman latar belakang justru diperlukan di antara para
Hakim Konstitusi. Dengan kata lain, MK menghindari adanya unsur favoritisme dan
popularisme dalam seleksi calon Hakim Konstitusi dan dengan kosongnya satu kursi
Hakim Konstitusi saat ini maka mekanisme seleksi yang nanti akan dipilih akan sangat
menentukan.
Dalam pengangkatan Hakim Konstitusi prinsip transparansi dan partisipasi sangat
penting, karena dengan adanya transparansi pengangkatan calon Hakim Konstitusi akan
memberikan kepercayaan kepadama syarakat bahwa mekanisme pengangkatan tersebut
dilakukan dengan transparan tidak ada yang ditutupi, selain itu partisipasi public penting
artinya untuk mendapatkan Hakim Konstitusi sesuai kehendak konstitusi.
KESIMPULAN
Praktik pengangkatan Hakim Konstitusi dilakukan melalui proses seleksi secara
transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hakim konstitusi harus memenuhi
syarat yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan
yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan untuk dapat diangkat menjadi hakim
konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat yang ditentukan antara lain warganegara
Indonesia, berpendidikan sarjana hokum dan berusia sekurang-kurangnya 40 (empat
puluh) tahun pada saat pengangkatan. Selain itu calon hakim konstitusi yang
bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi
hakim konstitusi. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah
Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, dengan proses
pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, kemudian
ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
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kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden dan Pencalonan hakim konstitusi
dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
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